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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    97    TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN 

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan realisasi kegiatan 

pembangunan yang dibiayai melalui dana Anggaran 

Pendapatan  dan  Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten  

Bantul, perlu ditunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi  

dan Pengawasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a, perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati 

tentang Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 

Negara (LembaranNegara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintahan  Pusat  dan  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul Nomor 10 Tahun  

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten  Bantul 

Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun  2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 14); 

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 152); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEJABAT 

PENGHUBUNG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN 

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

KESATU : Menunjuk Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan 

Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: 

Nama : Ir. Isa Budi Hartomo, MT 

NIP : 196805051996031003 

Pangkat/gol : Pembina Utama Muda / IV c 

Jabatan : Kepala BAPPEDA Kab. Bantul 

Alamat email : budihartomoisa@gmail.com 

Nomor Telepon/ HP : (0274) 367533/ 08528386333 

KEDUA : Pejabat Penghubung Tim Evaluasi dan Pengawasan  

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : 

a. melakukan penguatan regulasi yang diperlukan 

berkaitan dengan pengendalian dan percepatan 

penyerapan belanja daerah; 

b. mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan 

kegiatan yang melalui pengadaan barang dan jasa; 

c. mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target 

realisasi keuangan, realisasi fisik, dan progres pengadaan 

barang dan jasa setiap bulan dari seluruh SKPD; 

d. mengunggah kedalam Simontep TEPRA; 

e. mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja 

daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan 

penyerapan belanja daerah; 
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f. melaporkan perkembangan penyerapan belanja dan 

kendala-kendala yang dihadapi kepeda Bupati Bantul. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021.  

KEEMPAT :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021. 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  15 Februari 2021 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

SUHARSONO 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; 

6. Yang bersangkutan; 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 


